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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG 

 
Menimbang : a. bahwa pengaturan tentang penyertaan modal 

kepada KUKM telah diatur melalui Peraturan 
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 
2006 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2006; 

  
b. bahwa sehubungan dengan program dana 

investasi (penyertaan modal) daerah Tahun 
2006 kepada Koperasi UKM sebesar                 
Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar 
Rupiah) sudah berakhir pada tanggal 30 
Oktober 2010 dan dana dimaksud akan ditarik 
dan digunakan untuk program kegiatan SKPD, 
maka  ketentuan Sumber Pembiayaan dan 
Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten 
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Bandung Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 
perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2006 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2006; 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat 
(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang–Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 
tentang Perkoperasian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

 
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negaara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421);  

  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

 
 
 
 
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara 
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Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4444); 

  11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4866); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

 
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 16 

Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan 


